PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN

NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan
keuangan  berdasarkan  prinsip ekonomi dan
produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang
sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau
jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Perhubungan pada Kementerian Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Perhubungan pada Kementerian Perhubungan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
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Menetapkan
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Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1102);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada
Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas barang
dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan
Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya
Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan
kepada pengguna layanan.

Pasal 2
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
atas:
a. tarif layanan akademik; dan
b. tarif layanan penunjang akademik.
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Pasal 3
Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
tarif seleksi penerimaan;
tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan;
tarif pendidikan dan pelatihan teknis;
tarif pendidikan dan pelatihan peningkatan/
penjenjangan;
e. tarif pendidikan dan pelatihan pemutakhiran;
f. tarif pendidikan dan pelatihan keterampilan; dan
g. tarif layanan akademik lainnya.
Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan batas tarif tertinggi.
Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibagi berdasarkan:
a. rumpun ilmu;
b. kelompok teknis; dan
c. zona.
Rumpun ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a, dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf ¢ ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
Dalam hal terdapat alokasi anggaran pendapatan dan
belanja negara untuk layanan akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan
akademik dibebankan pada Badan Layanan Umum
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya
Manusia Perhubungan pada Kementerian
Perhubungan.
Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan aspek-aspek:
a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
b. daya beli masyarakat;
c. asas keadilan dan kepatutan; dan
d. kompetisi yang sehat.
Kontinuitas dan pengembangan layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8 huruf a minimal
mempertimbangkan kebutuhan operasional.
Asas keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) huruf ¢ minimal mempertimbangkan:
akreditasi;
kurikulum;
durasi pemberian layanan;
jenis pengguna; dan
minat.
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Pasal 4
Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :
a. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan,
sarana olahraga, sarana wisata edukasi, penginapan,
dan sarana kesenian;
tarif penggunaan peralatan dan mesin;
tarif penggunaan sarana transportasi;
tarif rumah sakit, poliklinik, dan apotek;
tarif laboratorium, simulator, dan bengkel;
tarif seminar, konsultasi, konsultansi, dan lokakarya;
tarif penelitian dan pengabdian masyarakat;
tarif percetakan, penerbitan, publikasi, dan penyiaran;
tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia;
tarif teknologi informasi, komunikasi, dan pangkalan
data;
tarif pengembangan bahasa;
tarif perpustakaan;
tarif kekayaan intelektual; dan
tarif penjualan produk lainnya.
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Pasal 5
Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan,
sarana olahraga, sarana wisata edukasi, penginapan, dan
sarana kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:
a. durasi/jangka waktu pemakaian,;
b. pemilihan waktu dan fasilitas; dan/atau
c. harga pasar setempat.

Pasal 6
Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ memperhitungkan biaya
per unit layanan minimal berupa:
bahan bakar;
penyusutan alat transportasi;
jumlah dan jenis alat transportasi;
tenaga kerja; dan/atau
harga pasar setempat.

Pacop

Pasal 7
Tarif rumah sakit, poliklinik, dan apotek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya
per unit layanan minimal berupa:
a. bahan medis;
b. alat medis; dan/atau
c. tenaga kesehatan/tenaga ahli.

Pasal 8
Tarif laboratorium, simulator, dan bengkel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya
per unit layanan minimal berupa:
a. bahan pengujian;
b. bahan habis pakai;
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c. alat laboratorium/simulator; dan/atau
d. pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 9
Tarif seminar, konsultasi, konsultansi, dan lokakarya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, tarif
penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana
dimaksud huruf g, dan tarif percetakan, penerbitan,
publikasi, dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan
minimal berupa:
bahan habis pakai;
peralatan;
akomodasi;
transportasi; dan/atau
pendampingan instruktur/tenaga ahli.
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Pasal 10
Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i
memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:
bahan habis pakai;
peralatan;
akomodasi;
transportasi; dan/atau
tenaga kerja/tenaga ahli.

Pacop

Pasal 11
Tarif teknologi informasi, komunikasi, dan pangkalan data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, tarif
pengembangan bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf k, dan tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf 1 memperhitungkan biaya per unit
layanan minimal berupa:
a. bahan habis pakai;
b. peralatan; dan/atau
c. pendampingan instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 12
Tarif kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf m memperhitungkan minimal berupa nilai
ekonomis.

Pasal 13

(1) Tarif penjualan produk lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf n ditetapkan sebesar harga pokok
produksi ditambah profit margin atau sebesar harga
pasar.

(2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan
oleh Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada
Kementerian Perhubungan untuk menghasilkan
produk.



Pasal 14

Selain tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian

Perhubungan dapat melakukan kontrak kerja sama

terhadap:

a. layanan barang dan/atau jasa di bidang pendidikan
dan pelatihan kepada pengguna layanan berdasarkan
kebutuhan dari pengguna layanan; dan

b. pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau
kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk
meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan dan
pelatihan.

Pasal 15

(1) Tarif layanan atas barang dan/atau jasa di bidang
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a dan tarif layanan untuk
pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau
kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, ditetapkan dalam
kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya
Manusia Perhubungan pada Kementerian
Perhubungan dengan pihak lain.

(2) Penyusunan kontrak kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Terhadap pengguna layanan yang merupakan warga negara
asing dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua
puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.

Pasal 17
(1) Terhadap peserta didik dan/atau pengguna layanan
tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan

Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana di

maksud dalam Pasal 2.

(2) Peserta didik dan/atau pengguna layanan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. peserta didik dan/atau pengguna layanan teladan;

b. peserta didik dan/atau pengguna layanan
berprestasi nasional atau internasional;

c. peserta didik dan/atau pengguna layanan dari
keluarga miskin atau tidak mampu;

d. peserta didik dan/atau pengguna layanan
terdampak kondisi kahar;

e. peserta didik dan/atau pengguna layanan yang
berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal,
terdepan, dan/atau terluar;

f.  peserta didik dan/atau pengguna layanan yang
ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah
yang bersifat strategis;
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g. peserta didik yang sedang melaksanakan -cuti;
dan/atau

h. peserta didik dan/atau pengguna layanan yang
ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

(3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol
rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi
keuangan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan
dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan
pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 18

(1) Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada
Kementerian Perhubungan dapat memberikan tarif
layanan dalam bentuk paket dan/atau kombinasi
beberapa layanan.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenakan lebih rendah dari tarif layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 19

Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 15,
Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ditetapkan oleh Pemimpin
Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian
Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

a. Perjanjian/kontrak kerja sama antara Badan Layanan
Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya
Manusia Perhubungan pada Kementerian
Perhubungan dengan pihak pengguna layanan yang
telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya perjanjian/kontrak kerja sama;

b. Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf g bagi peserta didik
dan/atau pengguna layanan sebelum angkatan tahun
akademik 2025/2026 dan tarif layanan akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf e, dan huruf f bagi peserta didik
dan/atau pengguna layanan sebelum Peraturan
Menteri ini berlaku, tetap mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat
pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1413);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
151/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan
Penerbangan Makassar pada  Kementerian
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Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1552);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
152/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan
Penerbangan Medan pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1553);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
44 /PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Politeknik IImu Pelayaran
Makassar pada Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
S598);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
51/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan
Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 670);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
165/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Balai Besar Pendidikan
Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada

Kementerian = Perhubungan (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1681);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

175/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Politeknik I[Imu Pelayaran
Semarang pada Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1725);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
7/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Politeknik Penerbangan Surabaya
pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan
Penerbang Banyuwangi pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188 /PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan
Penerbangan Curug pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1628);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
189/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya
pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1629);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan
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Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura
pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1630);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
191/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan
Penerbangan Palembang pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1631);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai,
Danau, dan Penyeberangan Palembang pada

Kementerian = Perhubungan  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1632);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

3/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Sekolah Tinggi [lmu Pelayaran
pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94 /PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada

Kementerian = Perhubungan  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 821);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

210/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Politeknik Transportasi Darat Bali
pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1583);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
12/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Politeknik Pelayaran Barombong
pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 90);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
13/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada

Kementerian = Perhubungan  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

161/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati
Aceh pada Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1285);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
124 /PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum  Politeknik  Perkeretaapian
Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 774);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
167/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Politeknik Keselamatan

Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian
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Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1138);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
5/PMK.05/2023 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan
Transportasi Laut Jakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 80),

sampai dengan menyelesaikan masa studinya.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tarif layanan akademik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan untuk peserta
didik/pengguna layanan mulai angkatan tahun akademik
2025/2026.

(1)

(2)

Pasal 23

Tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Perhubungan pada Kementerian Perhubungan yang
menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum setelah berlakunya Peraturan Menteri ini
mengacu pada tarif layanan dalam Peraturan Menteri
ini.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan tarif
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan badan
layanan umum.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2017
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah
Tinggi  Transportasi Darat pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1413);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2017
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi
Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1552);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 /PMK.05/2017
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi
Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1553);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 /PMK.05/2018
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik IIlmu Pelayaran Makassar pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 598);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2018
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah
Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 670);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.05/2018
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai
Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu
Pelayaran pada Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1681);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.05/2018
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1725);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2019
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik Penerbangan Surabaya pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 71);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2019
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai
Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.05/2019
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai
Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1628);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2019
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1629);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2019
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1630);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2019
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai
Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang
pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1631);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 /PMK.05/2019
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik = Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan Palembang pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1632);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2020
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah
Tinggi [lmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
S);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PMK.05/2020
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 821);



12 -

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2020
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik Transportasi Darat Bali pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1583);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.05/2021
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik Pelayaran Barombong pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 90);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2021
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 91);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2021
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik = Pelayaran  Malahayati Aceh  pada
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 /PMK.05/2022
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 774);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 /PMK.05/2022
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1138);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2023
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai
Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
80),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

EIARE
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

17 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

‘@#KUMHAMFMTI

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR g3


http://pejabat/

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Batas Tarif Tertinggi (Rp)
No. Layanan Satuan
Zona l Zona II Zona III
A. Seleksi Penerimaan

1.  Pendaftaran Per Pengguna 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Layanan

2.  Tes Potensi Akademik Per Pengguna 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Layanan

3.  Tes Psikotes Per Pengguna 600.000,00 600.000,00 600.000,00
Layanan

4.  Tes Kesehatan Per Pengguna 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00
Layanan

5. Tes Wawancara Per Pengguna 350.000,00 350.000,00 350.000,00
Layanan

6. Tes Kesamaptaan Per Pengguna 375.000,00 375.000,00 375.000,00
Layanan

7.  Seleksi Kompetensi Dasar Per Pengguna 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Layanan

8.  Tes Bakat Terbang Per Pengguna 4.400.000,00 | 5.225.000,00 | 6.050.000,00
Layanan
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No.

Layanan

Satuan

Batas Tarif Tertinggi (Rp)

Zona |

Zona Il

Zona III

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan

1.

Diploma III

a.

g.

Transportasi Darat
1) Semester 1 -3
2) Semester 4 -6

Perkeretaapian

Angkutan Sungai, Danau, dan
Penyebrangan

Transportasi Laut
Kelaikudaraan
Bandar Udara

Navigasi Penerbangan

Diploma IV /Sarjana Terapan

a.

Transportasi Darat

1) Semester 1 -5

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik /Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

13.100.000,00

22.350.000,00

13.900.000,00

8.800.000,00

10.900.000,00

29.091.000,00

19.518.000,00

26.710.000,00

13.100.000,00

14.400.000,00

24.650.000,00

14.700.000,00

10.500.000,00

12.900.000,00

34.546.000,00

23.178.000,00

31.719.100,00

14.400.000,00

14.700.000,00

25.050.000,00

16.100.000,00

11.200.000,00

15.000.000,00

40.000.000,00

26.837.000,00

36.727.000,00

14.700.000,00
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No.

Layanan

Satuan

Batas Tarif Tertinggi (Rp)

Zona |

Zona Il

Zona III

2) Semester 6 - 8

b. Perkeretaapian

Angkutan Sungai, Danau, dan
Penyebrangan.

d. Transportasi Laut

e. Kelaikudaraan

f. Bandar Udara

g. Navigasi Penerbangan

Sarjana

Alih Jenjang/Rekognisi Pembelajaran
Lampau

a. Transportasi Darat/Udara
b. Transportasi Laut

Pascasarjana

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

Per Peserta
Didik/Semester

22.350.000,00

13.900.000,00

8.800.000,00

10.800.000,00

22.287.000,00

28.134.000,00

45.962.000,00

9.200.000,00

14.500.000,00

19.500.000,00

15.200.000,00

24.650.000,00

14.700.000,00

10.500.000,00

12.800.000,00

26.466.000,00

33.410.000,00

54.580.000,00

10.900.000,00

16.000.000,00

23.100.000,00

18.000.000,00

25.050.000,00

16.100.000,00

11.200.000,00

14.900.000,00

30.644.000,00

38.685.000,00

63.197.000,00

12.700.000,00

16.300.000,00

26.800.000,00

20.900.000,00
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Batas Tarif Tertinggi (Rp)

No. Layanan Satuan
Zona l Zona Il Zona III
0. Nondiploma
a. Transportasi Laut Per Peserta 11.800.000,00 | 14.000.000,00 | 16.100.000,00
Didik/Semester
b. Transportasi Udara Per Peserta 180.727.000,00 | 214.613.800,00 | 248.500.000,00
Didik/Fase
C. | Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1.

Diklat Lalu Lintas Angkutan Jalan dan

Logistik

a.

b.

C.

d.

1-40 Jam Pelatihan

41-80 Jam Pelatihan

81-120 Jam Pelatihan

>121 Jam Pelatihan

Diklat Perkeretaapian

a.

b.

1-40 Jam Pelatihan

41-80 Jam Pelatihan

81-120 Jam Pelatihan

121-350 Jam Pelatihan

> 350 Jam Pelatihan

Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat

Per Peserta
Didik /Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik /Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat

5.890.000,00
8.840.000,00
14.380.000,00

17.330.000,00

7.989.000,00
12.764.000,00
15.687.000,00
47.452.000,00

49.304.000,00

6.490.000,00
9.740.000,00
15.850.000,00

19.090.000,00

8.200.000,00
13.100.000,00
16.100.000,00
48.700.000,00

50.600.000,00

6.600.000,00
9.900.000,00
16.100.000,00

19.400.000,00

8.927.000,00
14.393.000,00
17.689.000,00
53.507.000,00

55.595.000,00
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Batas Tarif Tertinggi (Rp)

No. Layanan Satuan
Zona I Zona II Zona III
Diklat Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyebrangan
. Per Peserta
a. 1-40 Jam Pelatihan Didik/Diklat 3.600.000,00 4.120.000,00 4.360.000,00
. Per Peserta
b. 41-80 Jam Pelatihan Didik /Diklat 3.350.000,00 3.470.000,00 3.620.000,00
. Per Peserta
c. > 80 Jam Pelatihan Didik /Diklat 21.760.000,00 | 21.860.000,00 | 21.960.000,00

Bandar Udara
a. 1-40 Jam Pelatihan

b. 41-80 Jam Pelatihan
c. 81-120 Jam Pelatihan
d. 121-350 Jam Pelatihan

e. > 350 Jam Pelatihan
Keamanan Penerbangan

a. 1-40 Jam Pelatihan
b. 41-80 Jam Pelatihan

c. 81-120 Jam Pelatihan

Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat

Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik /Diklat

7.462.000,00
47.517.000,00
8.639.000,00
18.698.000,00

48.599.000,00

4.043.000,00
6.147.000,00

8.926.000,00

8.861.147,00
56.427.000,00
10.259.000,00
22.205.000,00

57.712.000,00

4.802.000,00
7.300.000,00

10.600.000,00

10.260.000,00
65.336.000,00
11.878.000,00
25.711.000,00

66.824.000,00

5.560.000,00
8.452.000,00

12.273.000,00
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No.

Layanan

Satuan

Batas Tarif Tertinggi (Rp)

Zona |

Zona Il

Zona III

d.

Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat

> 120 Jam Pelatihan

Udara

a.

b.

C.

d.

€.

1-40 Jam Pelatihan

41-80 Jam Pelatihan

81-120 Jam Pelatihan

121-350 Jam Pelatihan

> 350 Jam Pelatihan

Navigasi Penerbangan

a.

b.

1-40 Jam Pelatihan

41-80 Jam Pelatihan

81-120 Jam Pelatihan

121-350 Jam Pelatihan

> 350 Jam Pelatihan

Per Peserta
Didik/Diklat

Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat

Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat
Per Peserta
Didik/Diklat

Per Peserta
Didik/Diklat

15.058.000,00

40.421.000,00
55.578.000,00
18.526.000,00
212.631.000,00

199.578.000,00

4.334.000,00
10.526.000,00
8.336.000,00

25.347.000,00

70.803.000,00

17.881.816,00

48.000.000,00
66.000.000,00
22.000.000,00
252.500.000,00

237.000.000,00

5.147.000,00
12.500.000,00
9.900.000,00

30.100.000,00

84.079.000,00

20.705.000,00

55.578.000,00
76.421.000,00
25.473.000,00
292.368.000,00

274.421.000,00

5.959.000,00
14.473.000,00
11.463.000,00

34.852.000,00

97.354.000,00
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Batas Tarif Tertinggi (Rp)

No. Layanan Satuan
Zona | Zona Il Zona III
8. Umum
a. 1-40 Jam Pelajaran Per Peserta
Didik / Diklat 3.287.000,00 3.903.674,00 4.520.000,00
b. 41-80 Jam Pelajaran Per Peserta
Didik /Diklat 6.309.000,00 7.492.000,00 8.674.000,00
c. 81-120 Jam Pelajaran Per Peserta
Didik /Diklat 8.080.000,00 9.596.000,00 | 11.111.000,00
d. > 120 Jam Pelajaran Per Peserta
Didik / Diklat 12.409.000,00 | 14.736.000,00 | 17.062.000,00
9.  Transportasi Laut
a. Penyetaraan Per Peserta
Didik / Diklat 18.700.000,00 | 22.100.000,00 | 26.800.000,00
b. Fungsional Per Peserta
Didik / Diklat 15.350.000,00 | 18.230.000,00 | 21.110.000,00
c. Revalidasi Per Peserta
Didik /Diklat 840.000,00 990.000,00 1.150.000,00
d. Penyegaran Per Peserta
Didik /Diklat 6.860.000,00 8.140.000,00 9.430.000,00
. Praktik Kerj
e TraxhEhela Per Pengguna 8.540.000,00 | 10.130.000,00 | 11.730.000,00
Layanan/Kegiatan
D. | Pendidikan dan Pelatihan Per Peserta
Peningkatan /Penjenjangan Didik /Diklat 26.200.000,00 | 31.000.000,00 | 35.900.000,00
E- | Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Per Peserta 4.100.000,00 |  4.800.000,00 |  5.600.000,00
Didik/Diklat
F. Per Peserta

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Didik/Diklat

22.190.000,00

26.340.000,00

30.500.000,00
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Batas Tarif Tertinggi (Rp)

No. Layanan Satuan
Zona I Zona II Zona III
G. | Layanan Akademik Lainnya
Per Peserta
1. Perlengkapan Didik/Tingkat 15.470.000,00 | 15.470.000,00 | 15.470.000,00
2. Asrama Per Peserta 350.000,00 350.000,00 350.000,00
Didik/Bulan
3. Pencucian Pakaian/Binatu/Laundry Per Peserta 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Didik/Bulan
4., Permakanan Per Peserta 1.900.000,00 2.250.000,00 2.610.000,00
Didik/Bulan
S. Masa Dasar Pembentukan
Per Peserta
a. Terpadu Didik /Kegiatan 7.310.000,00 8.670.000,00 | 10.040.000,00
b. Lokal Per Peserta 3.500.000,00 |  4.000.000,00 |  4.500.000,00
Didik/Kegiatan
6. Wisuda
Per Peserta
a. Terpadu Didik/Kegiatan 6.350.000,00 7.540.000,00 8.740.000,00
b. Lokal Per Peserta 4.220.000,00 | 5.000.000,00 | 5.800.000,00
Didik /Kegiatan
. Per Peserta
c. Pascasarjana Didik/Kegiatan 2.100.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
7. Sertifikasi Kesehatan dan/atau Tes Bebas Per Peserta
NAPZA Didik /Kegiatan 850.000,00 950.000,00 1.000.000,00
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Batas Tarif Tertinggi (Rp)

No. Layanan Satuan
Zona I Zona II Zona III
Per Peserta
8.  Bon Voyage Didilk/Kegiatan 1.000.000,00 |  1.100.000,00 | 1.200.000,00
. . Per Peserta
9. Kegiatan Ekstrakulikuler Didik /Tahun 750.000,00 850.000,00 900.000,00
10. Matrikulasi Pascasarjana Per Pengguna 1.000.000,00 | 1.100.000,00 |  1.200.000,00
Layanan/Kegiatan
11. Uji Kompetensi Transportasi Darat Per Pengguna 1.300.000,00 |  1.400.000,00 | 1.500.000,00
Layanan/Kegiatan
12. Uji Kompetensi Perkeretaapian Per Pengguna 5.800.000,00 | 5.900.000,00 | 6.000.000,00
Layanan/Kegiatan
13. Ujian Lisensi Transportasi Udara Per Pengguna 2.947.000,00 | 3.500.000,00 | 4.052.000,00
Layanan/Kegiatan
14. Praktik Terbang Per Pengguna 9.000.000,00 | 11.000.000,00 | 13.000.000,00
Layanan/Jam
15. Ujian Diklat Pelaut Taruna/Mahasiswa Per Pengguna 420.000,00 480.000,00 500.000,00
Layanan/Kegiatan
16- . .
Ujian Diklat Pelaut Per Pengguna 670.000,00 760.000,00 810.000,00
Nontaruna/Nonmahasiswa Layanan/Kegiatan
17. Ujian Diklat Pemutakhiran Pelaut Per Pengguna 1.510.000,00 | 1.730.000,00 | 1.830.000,00
Layanan/Kegiatan
18. Pemeriksaan dan Pengujian Training Record | Per Pengguna
Book (TRB) Layanan/Mata Uji 1.100.000,00 |  1.300.000,00 | 1.510.000,00
19. Ujian Ulang Per Pengguna 640.000,00 750.000,00 870.000,00

Layanan/Kegiatan
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Batas Tarif Tertinggi (Rp)

No. Layanan Satuan
Zona | Zona II Zona III

20. Sertifikasi/Revalidasi/Perpanjangan/ Per Pengguna

Pengukuhan Sertifikat Pelaut/Keterampilan | Layanan/Kegiatan 750.000,00 880.000,00 1.020.000,00
21. Uji Kompetensi Per Mata Uji 670.000,00 790.000,00 920.000,00
22. Perbaikan/Remedial Uji Kompetensi Per Mata Uji 160.000,00 180.000,00 210.000,00

Per Peserta
23. Semester Pendek/Antara Didik /Mata Kuliah 630.000,00 740.000,00 860.000,00
4. i i

2 Penerbitan Ulang/Penggantian Per Pengguna 280.000,00 330.000,00 390.000,00

[jazah /Sertifikat

Layanan/Dokumen

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
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